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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

TAHUN 2017 NOMOR 10 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

NOMOR 10 TAHUN 2017 

TENTANG 

 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2018 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANTAENG 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat 
(5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) bersama Bupati Bantaeng telah 

menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Keputusan 
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 3236/XII/Tahun 
2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2018; 

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf (a) dilakukan agar Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018 tidak bertentangan dengan kepentingan 

umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b), perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabpaten Bantaeng 

Tahun Anggaran 2017. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor  

3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI 

Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Negara RI Tahun 1997 Nomor 44,  Tambahan  

Lembaran Negara RI Nomor 3688); 
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 

2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

RI Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

RI Nomor 5049); 
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 02,  

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5243); 
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
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Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 

2007 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
4503); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 4502); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 
4574); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 

4575); 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4576); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI 

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
RI Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 

4585); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI 

Nomor 4593); 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
RI Nomor 5165); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5272); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011; 
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
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terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

14 Tahun 2016; 
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor ; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 
2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 
Nomor 3); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 
2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 
2012 Nomor 10); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG 
dan 

BUPATI BANTAENG 

 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2018. 

 

Pasal 1 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai 
berikut : 
a. Pendapatan Daerah Rp. 1.054.251.324.590,00 

b. Belanja Daerah Rp. 1.051.251.324.590,00 
Surplus Rp. 3.000.000.000,00 

 

c. Pembiayaan Daerah : 
a. Penerimaan Rp. 0,00 
b. Pengeluaran Rp. 3.000.000.000,00 

Pembiayaan Netto Rp. 3.000.000.000,00 
 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

Tahun berkenaan Rp. 0,00 

 

Pasal 2 

 
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 162.085.272.550,00 

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 734.508.420.000,00 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp.157.657.632.040,00 
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(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis pendapatan : 
a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 46.885.302.050,00 

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp.17.857.800.000,00 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 
5.900.000.000,00 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah 

Rp.91.442.170.500,00 

 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
Jenis pendapatan : 
a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 17.037.789.000,00 

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 494.749.032.000,00 
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 222.721.599.000,00 

 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Hibah sejumlah Rp. 33.463.473.000,00 
b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00 

c. Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya sejumlah 

Rp. 37.120.000.000,00 

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.47.790.336.000,00 
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya 

sejumlah Rp.39.283.823.040,00 

 

Pasal 3 

 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
a. Belanja Tidak langsung sejumlah Rp.526.044.433.679,00 
b. Belanja Langsung sejumlah Rp.525.206.890.911,00 

 
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 

dari jenis belanja : 

a. Belanja pegawai sejumlah Rp.381.318.312.379,00 
b. Belanja Bunga sejumlah Rp.0,00 
c. Belanja Subsidi sejumlah Rp.0,00 
d. Belanja Hibah sejumlah Rp.49.908.220.925,00 

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp.435.000.000,00 
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp.1.889.629.683,00 

g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp.91.493.270.692,00 
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.1.000.000.000,00 

 

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 

jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.18.792.480.000,00 
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.227.578.106.192,00 

c. Belanja Modal sejumlah Rp.278.836.304.719,00 

 

Pasal 4 

 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
a. Penerimaan sejumlah Rp.0,00 

b. Pengeluaran sejumlah Rp.3.000.000.000,00 
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(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

pembiayaan : 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) 

sejumlah Rp.0,00 
b. Pencairan Dana cadangan sejumlah Rp.0,00 

c. Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.0,00 
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,00 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.0,00 
f. Penerimaan Piutang daerah sejumlah Rp.0,00 

 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 

pembiayaan : 

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp.0,00 
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah 

Rp.3.000.000.000,00 
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.0,00 

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.0,00 

 

Pasal 5 

 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini yang terdiri dari : 

a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan 
Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah; 

c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, 
Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 

d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, 

Organisasi SKPD, program dan Kegiatan; 

e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan 

keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam 
kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan; 

g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 
h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 
i. Lampiran IX  Daftar  perkiraan  Penambahan  dan  Pengurangan  Aset 

Tetap Daerah; 

j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan  dan  Pengurangan  Aset 
lainnya; 

k. Lampiran XI.1 Daftar kegiatan-kegiatan  tahun  anggaran  sebelumnya 
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam 

tahun anggaran ini; 
l. Lampiran XI.2 Daftar kegiatan-kegiatan  tahun  anggaran  sebelumnya 

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembalibdalam 

tahun anggaran ini; 
m. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 

n. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 

 

Pasal 6 

 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja daerah sebagai landasan Operasional pelaksanaan APBD. 
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Pasal 7 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Bantaeng. 

 

Ditetapkan di Bantaeng 

Pada Tanggal 30 Desember 2017 
 

 
 
 

Diundangkan di Bantaeng 

Pada Tanggal 30 Desember 2017 

 

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG 

 
 

 
ABDUL WAHAB 

BUPATI BANTAENG 
Cap/ttd. 
H. M. NURDIN ABDULLAH 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

TAHUN 2017 NOMOR 10 
 

NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG 

PROVINSI SULAWESI SELATAN (B. HK. HAM. 10. 268. 17) 


